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BUPATI l\'IURUNG RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN 
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MURUNG RAYA, 

a. bahwa Kabupaten Murung Raya merupakan bagian dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yan.g bcrtujuan. untuk 
mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pajak daerah dan retribusi dacrah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan 
masyarakat; 

e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rctribusi 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d . bahwa sesuai ketentuan. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) 
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, 
Retribusi Perpanjangan Tzin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi 
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Ke1ja Asing. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamar1dau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, 
Kabupatcn Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahw1 2002 Nomor 
18 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4180); 
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3 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 126 Tahun 2004, Tamba han Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daera h dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6 . Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjar1gan !zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
216, Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 
5358); 

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja clan Transmigrasi Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerj a 
Asing (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1565); 
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De ngan Persetujuan Be rsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MURUNG RAYA 

dan 

BUPATI MURUNG RAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS I PERPANJANGAN 
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
pcnyclenggara Pemerintahan Daerah yang m em1mpm 
peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 

4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5 . Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Murung Raya. 

7 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

8 . Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 

9 . Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 
Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
tertentu gun a melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 
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10. IMTA adalah Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. 

11 . RPTKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

12. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpa.njangan 
IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanja.nga.n 
IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada 
pemberi kerja tenaga k erja a sing. 

13. Perpa.njangan Izin Mcmpckerjakan Ten aga Kcrja Asing 
adaiah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perunda.ng-undanga.n. 

14. Tenaga Kerja Asing adalah warga ncgara asing pemegang 
visa denga.n maksud bekerja di wilayah In donesia. 

15. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum 
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
mcmanfaatkan jasa dan perizina..'1. tcrtentu dari Pcmerintah 
Daerah. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakuka n usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, per seroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pen s iun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik , atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Murung 
Raya. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
lerulang. 

20. Surat Ketetapa:n Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
Retribusi yang mcncntukan jumlah kelebihan pembayaran 
Retribusi karena jumlah k redit Retribusi lebih bayar 
daripada Retribusi yang terutang a tau seharusnya tidak 
terutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
dan/ atau sanksi adminisLratif berupa bu n ga dan/ atau 
denda. 
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22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang 
dilaksanakan sccara objcktif dan profesional bcrdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah. 

23. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi 
dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang
undangan di bidang tenagakerjaan. 

BAB II 
KEWENANGAN IZIN PERPANJANGAN IMTA 

Pasai 2 

(1) Izin perpanjangan IMTA diberikan oleh Bupati. 

(2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian 1zm 
perpanjangan IMTA kepada pejabat yang ditunjuk. 

(3) Pejabat yang ditunjuk atas pelaksanaan pelimpahan 
wewenang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berkewajiban : 

a. Memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; 

b. Menyampaikan tembusan kepada Bupati atas penerbitan 
perizinan perpanjangan IMTA; 

c. Melaksanakan Pengawasan terhadap penzman 
perpanjangan IMTA; dan 

d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan 
perizinan perpanjangan IMTA dan pengawasannya kepada 
Bupati secara berkala dalam jangka waktu setiap 3 (tiga) 
bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

(4) Pengaturan mengenai pelirnpah<'ln kewenangan dan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB III 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal3 

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA. 

Pasa14 

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 
pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga 
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Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan 
IMTA bagi instansi pemerintah, perv.1akilan Negara asing, 
bada...11-bada..11 intemasional, lembaga sosial, lembaga 
kcagamaan, dan jabatan -jabatan tertentu di lembaga 
pendidikan. 

Pasal 5 

(1) Subjek Relribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja 
Tenaga Kerja Asing yang memperolch Perpanjangan IMTA_ 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Wajib Retribusi. 

Pasal 6 

(1) Setiap subjek retribusi yang akan menggunakan Tenaga 
kerja Asing, Wajib Memiliki RPTKA yang dikeluarkan oleh 
Mcntcri atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) RPTKA se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), digunakan 
sebagai da sar untuk m endapatkan perpanjangan IMTA. 

BAB IV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 7 

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi 
Pcrizinan Tertentu. 

BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 8 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 
penerbitar1 dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. 

BAB VI 
PRINSIP, SASARAN DAN PEMANFAATAN 
DAL.AM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 9 

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
Perpanjangan IMTA . 



7 

(2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) meliputi penerbitan dokumen izin, 
pcngawasan di lapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari 
Perpanjangan IMTA. 

(3) Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA 
digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan 
ketcrampilan tenaga kerja lokal. 

BAB VII 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 10 

(1) Struktur tarif retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan 
berdasarkan tingkat pen&:,<>unaan jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8. 

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkansebesar USD.100/orang/bulan dan dibayarkan 
dimuka. 

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 
dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada 
saat pembayaran. 

Pasalll 

(1) Tarif retribusi sebagaimana Pasal 10 ayat (2), dapat ditinjau 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlak-u 
pada Kementerian yang rnembidangi ketenagakerjaan. 

(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 12 

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah 
daerah Kabupaten Murung Raya. 
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BAB IX 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 13 

(1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 
( satu) tahun takwim. 

(2) Saat Ret.ribusi tetutang adalah pada saat. diterbit.kannya 
Surat keterangan Retribusi Daerah (SKRD). 

BAB X 
PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal 14 

(1) Besarnya jumlah pokok retribusi yang tcrutang ditetapkan 
dengan SKRD. 

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XI 
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(1) Pemungutan retribusi dacrah tidak dapat diborongkan 
dan/ a tau tidak dapat melalui pihak ketiga. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
Dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Scluruh pcncrimaan Retribusi harus disetor kc rckcning Kas 
Daerah atau tem pat lain yang ditunjuk melalui Bendahara 
Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima SKPD yang 
bersangku tan. 

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang 
ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke 
Rekening Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan. 

(2 ) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua 
belas) bulan , kelebihan pembayaran dikembalikan kepada 
Wajib Retribusi. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibcrikan tanda bukti pembayaran sebagai salah satu 
syarat dalam penerbitan perpanjangan IMTA. 
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(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 
pcrsetujuan kepada wajib rctribusi untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi 
yang belum atau kurang bayar. 

(5) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan 
penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 17 

Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang mcmbayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
Retribusi Daerah (STRD). 

BAB XIII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar 
dilakukan dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (lL didahului dengan surat teguran atau peringatan 
atau surat lain yang sejenis. 

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindaka...'1 pelaksanaan penagihan retribusi 
d iterbitkan oleh Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk, paling 
lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diattlf lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 19 

(1) Atas kclcbihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis 
kepada Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan itu. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pcmbayaran retribusi 
diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang 
dilunjuk, dengan menyebutkan paling kurang : 
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a . Nama da11 alamat wajib retribusi; 

b. Masa retribusi; 

c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan 

d . Alasan yang singkat dan jelas. 

(3) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal20 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB XVI 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 21 

(1) Bupati melakukan pengawasan umum atas pemantauan 
TKA di Kabupaten Murung Raya. 

(2} Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch SKPD tcrkait. 

(3) Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai 
pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi 
dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan kctenagakerjaan. 

(4) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan 
jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh 
SKPD terkait. 

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal 22 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemcrintah Daera h diberi wewcna ng khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi, sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 
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Pasal 26 

Peraturan Rupati sebagai peraturan pelaksanaan 
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

dari 
(satu) 

Pasal 27 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 

Diundangkan di Puruk Cahu 
pada ta...-i.ggal 5 Juni 201 7 

SEKR 
KABUPA 

. SIBU 

Ditetapkan di Purnk Cahu 
pada tanggal 5 Juni 2017 

G RAYA, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOI< 174 

, · VER!FIKASI I UJ! PE~ 
• !mODUK HUKU M DAERAH 
~ ..:i UNGKUP PEMDA MURA 
~:;. BAGIAN HUKUM SETDA 

KAB. MURUNG RAYA 

PEJABAi PARAF 

SEKDA '. I ; 

ASISTEN ·l ·· //' 
KABAGH~KUM i7' 

KSB BAG ·VttU> l ,.,., 

STAP PS'E.~SA I 
§i?ATERJ f1, - - -

$00~ :J Q--
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH K.ABUPATENMURUNG RAYA 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

RETRIBUSIPERPANJANGAN IZIN 
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Unda..'1.g Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dfu---i Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah 
sepanjang memenuhi kritcria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 
Penambahan jen is retribusi daerah tersebut sesuai Per a turan Pemerin tah 
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 
Retribusi Perpanjangan Izin Mcmpekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi 
Perpanjangan IMTAditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru. 

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah 
memberikan peluang kepada Daerah untuk m enambah sumber pendapatan 
dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah. 

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian 
perpanjangan IMTA oleh Bupali atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi 
Kerja Tenaga Kerja As ing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban bagi 
masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya m erupakan 
pungutan Pcmcrintah Pusat bcrupa PNBP yang kemudian menjadi Rctribusi 
Da erah. 

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan 
jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang berlaku pada 
kementerian di bidang ketenagakerjaan. 

Pcmanfaatan pcncrimaan Rctribusi Pcrpa..'1.jangan IMTA diutamakan untuk 
mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 
hukum, penatausahaan, biaya dampak n egatif dari perpanjangan IMTA, dan 
kegiatan pcngembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. 

Retribusi Pcrpanjangan IMTA menjadi Retribusi Dacrah mulai berlaku pada 
tanggal Peraturan Daeral1 ini diundangkan,mengingat ketentuan Retribusi 
Perpanjangan IMTA dalam Peraluran Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Rctribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asingmulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 
2013. 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasa11 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jclas .. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jeias. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 
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Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 
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